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DOKUMEN LENGKAP
ADA DI BAG AN HUKUM
SETDA KOTA METRO
PUTUSAN
NOMOR : 27/G/2016/PTUN-BL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

o Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa,

lmemutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat

- |Pertama dengan Acara Biasa telah menjatunkan Putusan sebagai berikut dalam

|Sengketa antara : -

!LINA TRI WAHYUNINGSIH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan
Calon Pegawai Negeri Sipil, Alamat Khairbras Gang Jambu Nomor, 09

Rt/Rw. 003/001 Kelurzhan Ganjar Sari Kecamatan Metro Barat, Kota

| BIEHDY sesssusamisn s
Dalam hal ini diwakili oleh Lerry Primadhing, SH. Meriantony, SH. MH. dan
M. Saputra, SH. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari

Kantor Hukum Lerry Primadhino, SH., Lawyer & Partners beralamat di

i | Jalan Griva Utama Blok || B Nomor 24 Way Halim Permai, Kota Bandar
A | Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Dktobér 20186, -
Selanjlutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

MELAWAN

i
iWALtKDTA METRO, Berkedudukan di Kantor Walikota Metro, Jalan AH.

Nacution Nomor 3 Kota Metro: -

Dalam hal ini dikuasakan kepada Enj Mardiyantari, S.H. dan Defri Julian,

S.H. Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat dan Penasehat

Hukum pada Kantor Advokat Eni Mardiyantari, S.H. dan Rekan yang

berkantor di Jalan Hasanuddin No. 197 A, Kelurahan Yosomulyo
| Kecamatan Metro Pusat Kota Metro berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor 800/102/ SETDA/ 07/ 2016 Tcrtanggal 8 Nopember 2016:--wriis

v ! Selanjutnya disebut sebagai ---------— TER@UG:&;T';?J:H!' «
: L= L E

Putusan Nomor : 27/G/2018/PTUN-BL Hal 11%
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Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut;
|

- Telah membaca Panetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar

Lampung Nomor : 27/PEN-DIS/2016/PTUN-BL Tanggal 24 Oktober 2018

’ : . Tentang Penetapar Lclos Dismissal ;
B . - Telah membaca Peretapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar
Lampung Nomor : 27/PEN-MH/2016/PTUN-BL Tanggal 24 Oktober 2016

| Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan

menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini; -

.- Telah membaca Fenetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha

Negara Bandar Lampung Nomor @ 27/PEN-PP/2018/PTUN-BL Tanggal

25 Oktober 2016 tentarig Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan; ——--—--——-

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha

i Negara Bandar l.ampung Nomor 27/PEN-HS/2016/PTUN-BL tanggal

16 Nopember 2016 Tentang Penentuan Hari Persidangan;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha
Negara Bandar Lampung RNomor 27/PEN-HS/2016/PTUN-BL tanggal
14 Februari 2017 Tentang Penundaan dan Penentuan Hari Persidangan;-—--

; Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti seria mendengar keterangan

saksi-saksi yang diajukan Para Pihak dalam persidangan;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara

Persidangan serta telah mempelajari berkas perkara:

TENTANG CUDUKNYA SENGKETA

. | Menimbang, Eahwa Pengguga_t dalam surat gugatannya tertanggal
|
: 21 Oktober 2016 yang diterima dan didaftar dalam Register Perkara pada
- Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Megara Bandar Lampung Nomor b’%

Foa

Putusan Nomer ; E?IGJ2U1EJPTUN-I§L Hal EJ R
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| 27/G/2016/PTUN-BL Tanggal 21 Oktober 2016, Gugatan mana telah diperbaiki

terakhir pada tanigga! 16 Nopember 2016 telah mengemukakan hal-hal yang pada

' pokoknya sebagai berikut -

Adapun yang menjadi Objek Sengketa adalah :

] Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat
. Keputusan 'Malikota Metro Nornor - B8O /363 / KPTS / LTD-3 /02 / 2016. Tanggal

19 September 2016, Tentang * Memberhentikan Dengan Hormat Tidak Atas

Permintaan Sendin Sebagai Calon FPegawai Negeri Sipil " An. Lina Tri

- Wahyuningsih NIP 198503192014062004. Pada Sekolah Menengah Atas Negeri

4 Metro.; e

- Tentang Keputusan Tata lJsaha Negara :

Bahwa Otjek sengketa merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang

diterbitkan secara tertulis yang ditujukan kepada seseorang atau badan hukum
Lina Tri Wahyuningsih te'ah bersifat final sehingga telah memenuhi ketentuan
) - Pasal 1 Ayat9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata

' Usaha Negara yang merupakan <ewenangan mutlak Pengadilan Tata Usaha

Negara : -

Tentang H’.erl._lgian Atas Terbitnya Objek Sengketa.;

; Bahwa dengan diterbitkannya, Surat Keputusan Walikota Metre Nomor
3BO/363/KPTS/LTD-3/02/2016. Tanggal 19 September 2016, Tentang “Member
hentikan Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Calon Pegawai

' Negeri Sipil " An. Lina Tri Wahyuningsih, NIP 1985031920140 62004. Pada

4 Sekolah Menengah Atas Negeri ¢ Metro. tidak sesuai dengan peraturan dan

Perundang-undangan vang berlaku sehingga Penggugat kehﬂangan pekerjaan,

. 2enghasilan, dan Kepastian Hukum oleh karena itu Penggugat merasa dirugikan

- maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nl;;m%r—ﬁ'f’ﬁ/

o
.H‘f

|J,.-

:r_'_-"'
-:.'.' !l'|l,.
Putusan Noror E?IGIED'lePTU?i-EL HEL “.’Jf&

e
R T



j di h. netrokota. go.id

DOKUVEN LENGKAP
ADA DI BAG AN HUKUM
SETDA KOTA NETRO

Formasi Honorer Kategeri K-ll, disarankan adalah Pemberhentian
dengan harmat tidak atas permintaan sendir.i {vide bukti .T-E!}'.--—-—--'-

Bahwa Badan Kepegawaian Daerah -méngelu-aﬂ{an.Surat Nomor
Bﬂﬁ!ﬂﬁ?fLTD—E!ﬂEEEHE. tanggal 8 September 2018 perihal
Penandatanganar Keputusan Waikota Metro tentang Pemberhentian
Dengan.Hmrmai' 'i'idak ales F’ermintaén Seﬁdiri atas nama Lina Tri

Wahyuningsih, dkk {vide bukti T-10};-- e

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ni Made Noviani seoagai Pit
Kepala Sekolah SMA Megeri -4 Metro seta.lah diambil kéterangannya
menyatakan bahwa saksi masuk tahun 2005 di SMA Negeri 4 dan
melihat Lina Tri wakyuningsibh masuk sebagai honor tahun 2007 (vide

berita acara <eterangan saksi Ni Made Noviani);- ==

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sudarmanto sebagai honor di
SMA Negeri 4 setelak diambil keterangannya menerangkan bahwa
saksi masuk tahun 2001 di SMA negeri 4 Metro dan baru mengenal
Lina Tri Wanyunings:h sejak tahun 2007 dan Lina Tri Wahyuningsih
belum bekerja April 2005 dan menerangkan bahwa absensi bulan juli
2004 bukti P-2 dan T-18 buat pada saat pendataan tenaga honorer dan

sekaligus ditanda langari tahun 2009 (vide bukti berita acars

keterangan saks’ Sudarmanto)

i o e i

Bahwa berdesarkan keterangan saksi Lilik Sunyoto, &P sebagai
Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Kota Metro menerangkan bakwa saksi
memperoleh  keterangan dari  Sudarmanto  dan  Sudarmanto

memberikan caftar hadir 2003 sampai dengan 2012 tetapi dibawah

tahun 2007 tidak ada nama Lina Tri wahyungingsih dan mensrangkan %

b

Putusan Nemor : 27/G/2016/PTUN-BL Hal 845% k
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: adanya pembakaran berkas tetapi sudarmanto masih ada manyimpan

berkas (vide bukli berita acara keterangan saksi Lilik Sunyoto. SP),——-
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Suprapto menerangkan bahwa
bukti T-18 yang diberikan Lina Tri Wahyuningsih pada saat verifikasi
dan bukti T-158 merupakan temuan dari Inspektorat (vide bukti berta

acara keterangan saksi Suprapto); e

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
| fakla-fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah proses
penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa a quo dalam sengketa ini

mengandung cacat yuridis dari segi prosedural dan substansial atau apakah

proses penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa a quo dalam sengketa telah
sesuai sebagaimana dipe:‘sfa ratkan oleh peraturan perﬁndang-undangan;-—- ~~~~~

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dari

' segi prosedur apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah

melanggar peraturan Perundang-undangan?

Menimbang, bahwa ternadap permasalah tersebut, Majelis Hakim
mempertimbangkannya dengan mencermati ketentuan peraturan perundang-

urdangan dan fakta-fakta hukim yang telah diuraikan tersebut diatas sebagai

B = e

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g dan
eyat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri

B st ey

Menegaskan (ayat 1) huruf ¢ . "pada waktu melamar dengan sengaja memberikan

keterangan afau bukti yang tidak benar”. @

i by

Puturan Nomor : E?HGIE{HEJF'TUN-BLWHIQ 'fE.EJJ 4‘
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(ayat 3) - “calon pegawai negeri sipil diberhentikan karena ketentuan
sebagaimana dalam ayat (1) huruf g dan h, diberhentikan

tidak dengan hormat,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (9) Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Perubahan keadua atas Peraturan

Femerintan Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer

'menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil menegaskan | ———---—-----me-mmm- o
‘tenaga honorer yong dinyatakan lulus wian sebagaimana dimaksud pada
ayat (8] tetapi kemudisn diketahi tidak memenuhi persyaratan

administrative yang ditenfukan tidak dapat diangkat atau dibatalkan menjadi

calon pegawal Negers SiJil" - - m-mmmmeecemmunee

Menimbang, pahwa bukti surat bertanda P-3 berupa Keputusan Kepala
Sekolah SMA Negeri 4 Metro tahun 2004 sampai dengan 2013 atas nama Lina Tri
Wahyuningsih yang di keluarkan oleh Drs. A, Sediyanto sebagai kepala sekolah

bahwa sdr. Lina Tri Wahyuningsih sebagai pegawai tidak tetap pada SMA Negeri

B e R R S e

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-2 berupa adanya

Ilapc-ran dari Hendrik Sahudin pada tanggal 7 Desember 2016 bahwa Lina Tri

Wahyuningsih diduga melakukan pemaisuan data;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 Kepala BKD Kota Metro,
menerbitkan Nota Dinas kepada Sekretaris Daerah Kota Metro Penandatangan
surat dinas perihal Pemeriksaan Terhadap Tenaga Honorer Kategori |l yaﬁg
Ediar‘«gkat menjadi CPNS formasi Tahun Anggaran 2013/2014 pada SMAN 4
. berdasarkan adanya aduan tertanggal 17 Desember 2015 berkenaan dengan
j keabsahan dokumen Tenaga Honorer Kategori |l yang telah diangkat menjadi

CPNS dan berdasarkan bukti T-4 Sekretaris Daerah a.n Fj. Walikota Metro ﬂ

h

Putusan Nomor : 27/G/2016/PTUN-BL_Hal 86 J%
: 4
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menerbitkan surat yang ditujukan kepada Inspektur Kota Metro yang pada pokok
suratnya antara lain meminta kepada Inspektur Kota Metro untuk melakukan
pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku dan segera

melaporkan hasilrya kepada walikota dan berdasarkan bukti T-34 terhadap Lina

Tri'Wahyun ngsih, Inspektorat telah melakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-5 berupa
;kerau'[usa"l walikota metro Nomar 800/39/KPTS/LTD-3/02/2016 tanggal 29 januari
| s
2016 tentang pembentukan tim penanganan pelanggaran disiplin pegawai rageri
:dan tenaga kontrak dilingkungan pemerintah kota metro tahun 2016 diperoleh
ifakta bahwa walikota sebagai Pembina/penasehat telan membentuk tim dimana
tim tersebut harus mengadakan rapat pembahasan peranganan pelanggaran

'disiplin yang dilakukan pegawai negeri sipil dan tenaga kontrak dilingkungan

‘pemerintah kota metro kemudian melaporkan hasil <eputusan rapat sebagai

bahan pertimbangan pimninan dalam nengambilan keputusan: -

| Menmbang, bahwa berdasarkan buxti surat T-8 berupa laporan hasil
.pemeriksaan kasus khusus dugaan pemalsuan data CPNS dari Inspektorat
tanggal 11 April 2016 dipero.eh fakta bahwa tim telah melakukan pemeriksaan
- kepada tenaga honorer hasil seleksi CPNS pemerintah kota metro tahun
52013;'2[}14 yang dalam laporannya disarankan kepada walikota Metro agar

: memerintarkan Tim Pertimbangan Pelanggaran Disiplin PNS, Pegawai Tidak
ITeta\p Tenaga kontrak Pemerintab Kota Metro untuk membahas permasalahan
: pengangkatan CPNS Formasi Tahun 2013/2014 dari K-Il di SMAN 4 Metro An.
| Lma Tri Wehyuningsih, R. Dew! Malinda Sari dan Heri Kuncoro dan berdasarkan
: bukti T-7 Valikota Metio mensrhitkan surat yang ditujukan kepada Ketua Tim
Pemmbangan Penanganan Felanggaran Disiplin PNS, Pegawai Tidak Tetap,

Tenaga Kontrak Pemerintan Kota Metro cq. BKD Kota Metro yang pada pokok $r

y

Putusan Nomer : 27/G/2016/PTUN-BL .Hal Sﬁ
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i;“-.L,lr;;ﬂr*.*,,ra.r'mer1‘1ra~rintahkar« agar melakukan pembahasan terhadap permasalahan
pengangkatan CPNS Formasi Tahun 2013/2014 dari Tahaga Honorer Kategori K-

Il di SMA Negeri 4 Metro, yaitu Lina Tri Wahyuningsih, R, Dewi Malinda Sari dan

B Klnenposasesss s s o s

i Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-8 Rapat Tim Pertimbangan
%F’enanganan Pelanggaran Disiplin F’egawéi Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap
.Dan Tenaga Kontrak Di lingkungan Pemerintah kota Metro Tahun 2016 pada
pokoknya hasillkesimpuiannya antara lain menyebutkan : a. Sdri Lina Tri

Wahyuningsih, tingkat dan jenis hukuman bagi yarg bersangkutan adalah berupa

'"Pengangkatannya. dibatalkan dan diberhentikan sebagai Calon Pegawai Negeri

Sipi™.: |

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-9 Kepala BKD Kota Metro telah
menerbitkan Nota Dinas yang dilujukan kenada Walikota Metro, hal Konsultasi
‘mzngenal Femberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil dari Fommasi Tenaga
Honorer Kategori K-Il, dan Sekretaris Daerah a.n. Walikota Metro mengeluarkan
surat yang ditujukan kepada iepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian
Negara perihal Kensultasi mengenal pemberhentian CPNS Honorer Kategori I,
seita Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Metro menerbitkan nota dinas
yang ditujukan kepada VValikota Metro Nomor 800/1077/LTD-3/02/2016 tanggal 29
‘Agustus 2018 hal Pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil dari Formasi
Tenaga Honorer Kategori |l Tahun 2013/2014 pada SMAN 4 Metro yang isinya
pada angka 2 huruf ¢ pada pokoknya antara lain menyebutkan : Hasil Konsultasi
kepala Kantor regional V¥ BKN Jakarta yang tertuang dalam surat Kepala Kantor
| Regional V Badan Kepegawaian Negara Nomor 0441/KR.V .25 3/VIII/2018 tanggal
.15 Agustus 2018 Hal Konsultasi mengenai pemberhentiar CPNS dari Formasi

Honorer Kategori K-I), disarankan adalah Pemberhentian dengan }iﬁrmﬂt tidak @

4 Vl

Putusan Noror : 27/G/2016/PTUN-Bl: Hal BBJE(
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atas permintaan sendiri dan berdasarkan -bukti T-1 = P-1 Walikota Metro
;i'_Ter;qugat} telah menerbitkan keputusan Walikota Metro Nomor
;BEEHSGSIKF‘TSILTDHIDZFED15, tanggal 19 September 2016 yang pada pokoknya
gmemutuskan pertama . Memberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan
isendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Lina Tri Wahyuningsih;---

. Menimbang, bahwa  berdasarkan ketantuan—ketent.uan Peraturan
gPemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
.Nommr 88 Tahun 2000 tentang F‘engadaa.n F‘egawai'.hlegeri Sipil dan Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan
iPemerintah Nomar. 48 Tahun 20085 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer
menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil serta fakta-fakta hukum (vide bukti P-3, bukti
1-27-3 T-4, T-34, T-5, T-6 T-7 T-8, T-9, T-1=P-1) tersebut di atas, Majelis Hakim
berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan ubjék sengketa a quo secara
prosedural telah memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g dan ayat {'3}
Peraturan Pemerintah Normer 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomcr 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan
“asal BA ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 Tentang
Pervbahan kedua atas F’_eraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang
Fengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calan Pegawai Negeri Sipil:--——-———wmmx

WMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dari

sedi substansi apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo telah

melanggar peraturan Ferundang-undangan?

Menimbang, barwa terhadap permasalah tersebut, Majelis Hakim
mempertimbangkannya dengan mencermati ketentuan peraturan perundang-

undangan dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas sebagai

a
Yy

Putusan Nomor : ZTIGIZGWJPTUN-BL"HaI 89 L%
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! Menimbarg, bahwa berdasar<an Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2007 tentang Perubahan atas Feraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005
;Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri sipil,

EF—as..a'l 3 ayat (2) Pengangkatan tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) didasarkan pada i---—- === o
i a. usia paling tinagi 46 (empat puluh enam) tahun dan paling rendah 19

' (sembilan belas) tahun. dan—-—----- —====mmmmmms

b. masa kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit 1 (satu) tahun secara

ferys menerus, s==--- =--—- )

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor

:55 Tahun 2012 tentang Perubanan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48

j;Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawal
i

; INegeri Sipil, Pasal | Angka 1 Pasal 3 Ayat {2} huruf b point b bagi tenaga honorer

- yang tidak dibiayai dar Anggaran Pendapatan dan Béianja Negara dan Anggaran

;Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mengisi formasi Tahun Anggaran 2013

dan formasi Tahun.Anggaran 204 mempunvai masa kerja paling sedikit 1 {satu)

tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat pengangkatan Calon Pegawai

]
Negeri Sipil masih bekerja secara terus-menerus.;

Menimbang, bahwa berdasa-kan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g dan
| ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomo- 11 Tahun 2002 tentang perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang pengadaan pegawai negeri

Menegaskan (ayat 1) huruf g : "pada waktu mefamar dengan sengaja memberikan

keterangan atau bukti yang fidak benar’ -————- %_

Putusan Nomor : 27/G/2016/PTUN-BL Hal 90 ﬂk
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(ayat 3) ; “calon pegawal negeri sipil diberhentixan karena ketentuan

sebagaimana dalam ayat (1) huruf g dan h, diberhentikan

| ficlak dengan hormat®.-—--
= Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-18 berupa dokumen untuk dalam
) :rangka verifikasi dan validasi tenaga honorer kategori |l diperoleh fakta hukum
:bahwa Lina Tri Wahyuningsih mengikuti tes ‘ertulis sebagai calen pegawai neger|

ésipi! telah m=lampirkan Surat Keputusan Kepala Sekclah SMAN 4 Metro Tahun

2004 sampai dengan tahun 2013 tentang pengangkatan guru tidak tetap dan

épegawai tidak tetap,daftar penerimaan bantuan transport tahun 2004 sampai

:dengan 2012.daftar hadi- ‘enaga honorer tahun 2004 sampai dengan 2012

fsehagai salah satu syarat untuk mengikuti tes tenaga honorer Kategori Ilj---=---— -

! Menimbang, babwa berdasarkan bukti T-15 surat pernyataan dari

i /A Sediyanto yang menjabat sebagai kepala sekolah SMAN 4 Metro sejak tahun

- :21:}01 sampai dengan 2012 dikaitkan dengan bukti T-18 diperoleh fakta bahwa
» . ;se-dig.ranto memberikan keterangan dihadapan tim pemeriksa Inspektorat dan
Er.‘u.e:11.|.ra’talt'.arl juga bahwa Pada tahun 2012, saat tidak menjabat kepala sekolah
lagi, diminta untuk menandatangani berkas (SK, daftar hadir tenaga honor dan
ipembayaran gaji) sebagai persyaratan untuk mengikuti tes CPNS dari Honorer K
EII. walaupun tau sebagaian nama honorer yang. disjukan fidak memenuhi
persyaratan sebagai honorer K Il serta juga menyatakan bahwa bisa membuktikan
berkas riil yang ada, karena berkas/data tersebut masih disimpan oleh salah
 seorang honorer di ‘SMAN 4 Metro 4 (sdr. Sudarmanto), kemudian dikaitkan
dengan keterangan sudarméntc bahwa absensi bulan jull 2004 bukti P-2 dan T-18

' dibuat pada saat pendataan tenaga honorer dan sekaligus ditanda tangani tahun

2009 serta keterangan Suprapto yang msanyatakan bahwa bukti T-18 yang %

y
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fiJibETi.kElﬁ oleh Lina Tr wahyuningsih pada saat verifikasi dan bukti T-16

merupakan temuan dari Inspekiorat; ----- %

; Menimbang, -bahwa bérdasarkarw bukti T-16 berupa daftar hadir dan T-17
berupa pembayaran gaji tenaga honorer diperoleh fakta bahwa pada Tahun 2004

sampai dengan 2005 saudara Lina Tri Wahyuningsih pada saat itu belum terdaftar

[

szbagai tenaga honorer dikaitkan dengan keterangan saksi Sudarmanto yang

"menerangkan baru mengenal Lina Tri Wahyuningsih sejak tahun 2007 dan Lina
;Fl"{iwahg.runingsih april 2005 belum bekerja, serta keterangan saksi Ni Made
éNUviani menerangkan bahwa berdasarkan bukti T-16 Lina Tri Wahyuningé'lh pada
tahun 2005 belum bekerja di SMA Negeri 4 Metro dan saksi baru melihat

-.Penggugat masuk sebagai hanar tahun 2007 --mcmmmmcmeemaeee s -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-16, Bukti T—I1? serta keterangan
. ESudarmant(r dan Ni Made Nov.ani tersebut diatas, Penggugat pada tahun 2005
gbeium sebagai Honorer di SMA Negeri 4 Metro. sebagaimana yang disyaratkan
.:)Ieh Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga
. Honorer Menjadi Calon Pegawai Negei sipil dan Penjelasan Peraturan Pemerintah
fNomcr 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah

ENomcr 48 Tahun 2005 tentang Pangangkaan Tenaga Honorer menjadi Calon

|
- Pegawai Negeri Sipil, Pasal |l Angka 1 Pasal 3 Ayat (2) huruf b;
Menimbang, bahwa b :rdasarkan pertimbangan tersekut di atas, maka

. Tergugat telah melalui mekanisme secara substansi dalam penerbitan objek
|

- sengketa a quo, Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat

- secara substansial telah melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g dan
|

- ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas

_ Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tantang' Pengadaan Pagawai Negeri %

| _ . Putusan Nomor @ 27/G/20168/PTUN-BL al 92 L
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Sipil dan Pasal 6A ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomer 56 Tahun 2012 Tentang

I%erubahan keduz atas Peraturar Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang

Ié‘engangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;----—-—-—------

| Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum di atas penerbitan obyek
;sengketa a guo dari aspek. Kewenangan, prosedur dan substansi tidak
5ed3ﬂtangan dengan Peraturan Parundang-undang&n. yang berlaku, selanjutnya
Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan Obyek sengketa a
guo bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik?---—-------
| Menimbang, bahwa daiil Panggugat dalam posita gugatannya sebagaimana
gtelah diuraikan pada bagian ducux sengketa di atas yang pada pokoknya
menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo telah
Bertentangan dengan Asas-Asas Umumr Pemerintahan yang Baik, dalam hal ini

. | !bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Keadilan Dalam Hukum:;

- ! Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalii Penggugat yang menyatakan

.tindakan Tergugat ielah bertentargan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan

yang Baik tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai

penkut SRR

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan
chyek seng eta a quo berteritangan dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas

Keadilan Dalam Hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan obyek
|

1 : :
'sengketa a quo secara prosedur dan substansi  telah sesuai dengan peraturan
|

‘perundang-undangan sebagaimara yang telah diuraikan dalam pertimbangan
hukum mengenai pengujian secara prosedur dan substansi di atas maka
penerbitan obyek sengketa telah mengutamakan landasan peraturan perundang-
éLmdangan yang berlaku, kepatuiar, dan kead'an dalam setiap kebijakan sehingga -
\penerbitan obyek sengketa a guo tdak bertentangan dengan hsas;;ﬁ;aéastia@.,%‘

| Putusan Nomor : 27/G/2016/PTUN-BL Hal 93_%,-
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Hukum dan Asas Keadilan Dalam Hukum;--

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut di atas maka
|

henerbitan obyek sengketa @ quo tidak berientangan dengan Asas Kepastian

Hukum dan Asas Keadilan Dalam Hukum---—------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di

étas cukup beralasan Hukum bagi Majelis '{akim untuk menyatakan Menolak

| .
Gugatan Penggugat | —-—---------someemm
|

i Menimbang, bahwa tert adap permohonan penundaan Obyek sengketa a

54:.':..»:1 yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpen-:iépat oleh karena dari
Iaspek kewenangan, substansi dan prosedur penerbitan obyek sengketa a quo
éte!ah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan _Asas—as_as Umum
iPamerintahan yang Baik, serta tidak ada ha!/ kepentingan yang mendesak dan

!Gugatan Penggugat ditclak maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim

untuk menyatakan menolak Permohonan Penundaan Penggugat

Menimbang, bahwa oieh karena gugatan Penggugat ditolak, maka sesuai
Er:lzrr:rﬂs;;:arw ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1886, Penggugal

'harus dihukum untuk membayar biaya perkara yvang jumlahnya akan ditentukan

dalam amar putusan ini; —-----—----—--------

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam
hukum acara peradilan tata usaha negara yang mengarah pada pembuktian

ébgbas terbatas \vrije bewijs) sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan
EP’asaI 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
! Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan
apa yang harus dibuktikan luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta

penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materil. maka dalamv

: memeriksa dan memutus sengketa ini, terhadap alat bukti berupa surat-surat da‘_n""-. ‘%

| 'y
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s:aks1-saksi yang diajukan di persidangan menjadi bahan pertimbangan, namun

Lintuk memutus sengketa ini hanyz digunakan alat-alat bukti yang relevan saja,

I:jan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu

kesatuan dengan berkas Perkara - s-- s - - esmmmeeas e -

Mengingat ketentuan Undang—undang Nomor 5__Tahun 2014 Tentang
ﬁ:?«paratur Sipin Negara, Paraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang
Fengadaan Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012
Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005
tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
liJnuang-Llndang Nomor & Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
ﬂ:.lndang—i.lndang Nomor § Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
r:\jc:r'ncr 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomcr & Tahun 1886 Tentang Peradilan

. :Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan
- ﬁ‘tas Undang-Undang Nomar & Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Ta*ga Usaha Negara

serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI :

Dalam Penundaan;-----—-—-e=eeceruemmamnn

Menolak permohonan penundaan Penggugat;

,lDaIam Pokok Sengketa;-

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya:

2. Menghukum Penggugat untux membayar biaya perkara sejumlah Rp.258.000.-

(Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan’.

Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 @{

| 9

FPutusan Nomaor - 27/G/2016/PTUN-BL Hal 95&

L
I'.



e e oSS U

j di h. met rokot a. go.id

DOKUVEN LENGKAP
ADA DI BAG AN HUKUM
SETDA KOTA IYETRO

loleh kami DARMA SETIA B, PURBA, S H. sebagai Hakim Ketua Majelis,
= FATMAWATY, S.H, dan DYAH AYU RACHMA, P, 5.H, masing-masing sebagai
EHai{im Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka

untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017, oleh Majelis Hakim tersebut,
|

Y ‘dibantu oleh LOLA LINTA, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri cleh
Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;
' HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,
I
. dto dto
i
1. FATMAWATY, S.H. DARMA SETIA B. PURBA, S.H.
| : N |
: dto

. | 2.DYAH AYU RACHMA, P, S.H.

o PANITERA PENGGANTI,

" ] dto
|
|
| LOLA LINTA, S.H.
|
|
i

| &
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Perincian Biaya Nomor 27/G/2016/PTUN-BL :

Yi

PNBP . Rp. 30.000,-
Alat T_ulis Kantor - Rp.  125.000,-
Panggilan . Rp. 64.000,-
Materai : Rp. B.DDG-,-
Leges ' . Rp. 3.000,-
Redaksi ; v Rp 5.000 -
Saksi/Sumpah _ Rp. 25000
Jumlah © Rp.  258.000-

(Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) % -

g

Putusan Nomor : 27/G/2018/PTUN-BL" Hal 97

4



L

j di h. netrokota.go.id

DOKUVEN LENGKAP

ADA DI

BAG AN HUKUM

SETDA KOTA METRO

*'-"lj.‘

Foto copy / salinan resmi  PUTUSAN Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar
Lampung Nomor : 27 /G/2016/PTUN — BL, tanggal 8 Maret 2017 ini sesuai
den an aslinva.

Dib%‘ikﬂn uﬁtuk dan atas permimaan Kuasa Tergpugat bemama DEFRI JULIAN, S5.H,,

pad%hari Selasa tanggal 21 Maret 2017;
I

PERINCIAN BIAY A SALINAN :

L. EOEVE IWIRIRTES oo ot i bt s A Es Rp 6.000 -
AT N L T e e et N e e Rp 5000 -
S Rp 3.000 -
4. Biaya Turunan salinan Putusan (@ 300 X 97 lembar Rp 29100 -
5. Biaya Foto copy (@ 200 X 97 lembar ..... ... Rp 19400 .-

JUMLAH Rp 62500 -

(Enzi: pulub dua ribu lima ratus rupiah )
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